
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 46 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2021 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kinerja dan tugas 

Penyelenggara Negara secara sungguh-sungguh dan penuh 

tanggung jawab serta guna mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 
telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 

Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya; 

b. bahwa dalam rangka evaluasi peningkatan kinerja dalam

mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kota Surabaya,

maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2021

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan

Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di lingkungan

pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 

Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa 
Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4150); 

 
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 
 

4. Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  12  Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6718); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 572);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor

10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang  Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor

3);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

Nomor 8);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2021
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Di lingkungan pemerintah Kota Surabaya (Berita

Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 51);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2021 Nomor 91).
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2021 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
SURABAYA. 

 

Pasal I 

 
Ketentuan  pasal 4 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 

Tahun 2021 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (Lhkpn) Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 4 
 

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di 
Daerah adalah: 
 

a. Walikota; 

b. Wakil Walikota; 
c. Staf Ahli Walikota; 

d. Sekretaris Daerah; 

e. Asisten pada Sekretariat Daerah 
f. Inspektur; 

g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

h. Para Kepala Badan; 
i. Para Kepala Dinas; 

j. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 

k. Kepala Satuan; 
l. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; 

m. Para  Camat;  

n. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Republik  Indonesia 
o. Para Lurah; 

p. Ajudan Walikota; dan 

q. Auditor. 
 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

 

Ditetapkan di Surabaya 
Pada tanggal 19 Mei 2023 
 

WALIKOTA SURABAYA 

 

ttd 
 

ERI CAHYADI 
Diundangkan di ............. 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal  19 Mei 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 

    Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 46 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 


